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ABSTRAK::

CATATAN :

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan
penataan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan. Sesuai
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Tarakan, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 29 Tahun 1997; UU Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004; Permendagri
Nomor 23 Tahun 2006; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Tarakan dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum,
Pembentukan, Kedudukan Hukum dan Lapangan Usaha. Maksud dan Tujuan,
Permodalan, Organ PDAM, Kepegawaian. Dana Pensiun, Tanggung Jawab dan
Tuntutan Ganti Rugi. Tahun Buku, Anggaran, Laporan Kerja. Penetapan dan
Penggunaan Laba Usaha. Pengadaan dan Penghapusan Aktiva Tetap dan Barang
Inventaris. Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan. Asosiasi, Ketentuan
Peralihan, Ketentuan Penutup.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Rl No. 4437) telah diubah
dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 No. 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl No. 4844) dan dinyatakan tidak berlaku;

Perda Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 No. 16 Seri
D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2013.



